BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.263, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pembebasan
Cukai. Prosedur.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109/PMK.04/2010
TENTANG
TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukal
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pembebasan Cukal;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4755);

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
TATA CARA PEMBEBASAN CUKAL.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Pembebasan Cuka adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha
pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak
membayar cukal yang terutang.

Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan
yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk
menghasilkan barang kena cuka dan/atau untuk mengemas barang kena
cukal dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik.

Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang
bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk
menyimpan barang kena cuka berupa etil alkohol yang masih terutang
cukal dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.

Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat
penyimpanan.

Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai adalah
barang yang dalam proses pembuatannya menggunakan etil akohol
sebagal bahan baku atau bahan penolong dan pada hasil akhirnya tidak
terdapat lagi senyawa organik dengan rumus kimia C2H50H.

Proses Produks Terpadu adalah suatu rangkaian proses produks yang
dilakukan di Pabrik etil alkohol, mulai dari pembuatan etil alkohol sebagai
bahan baku sampa dengan pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan
Merupakan Barang Kena Cukai.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah
darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di
Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang K epabeanan sebaga mana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan
laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas
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barang, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.

11. Nomor Pokok Pengguna Pembebasan yang selanjutnya disingkat NPPP
adalah nomor yang berfungs sebaga pengenal atau identitas pengguna
fasilitas Pembebasan Cukai.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

13. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukal yang selanjutnya disebut Kantor
adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukal.

BAB Il
TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI
Bagian Kesatu

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Bahan
Baku atau Bahan Penolong

Pasal 2

(1) Pembebasan Cuka dapat diberikan atas etil akohol yang berasal dari
Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau yang diimpor, yang digunakan sebagal
bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir
yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai.

(2) Termasuk dalam pengertian pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan
Merupakan Barang Kena Cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukal
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuatan barang hasil akhir
yang dilakukan melalui Proses Produks Terpadu.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau
importir harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p.
Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor.

(2) Permohonan yang digukan oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, atau importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
didasarkan atas pemesanan etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku
atau bahan penolong dari pengusaha barang hasil akhir.

(3) Permohonan sebagamana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
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(4)

(5)

(1)

(2)

3)

(4)

a. rincian jumlah etil alkohol yang dimintakan Pembebasan Cukai; dan

b. rincian jumlah dan jenis barang hasil akhir yang menggunakan etil
alkohol sebaga bahan baku atau bahan penolong yang akan diproduks.

Selain persyaratan yang harus dicantumkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), untuk permohonan Pembebasan Cukai yang digukan oleh
importir harus mencantumkan pelabuhan pemasukan etil alkohol.

Permohonan yang digjukan oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat
Penyimpanan, atau importir untuk memperoleh Pembebasan Cukal harus
menggunakan dokumen PMCK-2.

Pasal 4

Direktur Jenderal atau pgjabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sgjak permohonan
diterima secara lengkap, menetapkan keputusan mengabulkan atau
menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dalam ha permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang
ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan
Cukal dan kepada pengusaha barang hasil akhir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan NPPP.

Keputusan Pembebasan Cuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan,
atau importir yang mengaukan permohonan dan salinan keputusan
Pembebasan Cuka disampaikan kepada pengusaha barang hasil akhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor.

Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau
pgabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan
permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki
data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sgak
diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagamana dimaksud pada ayat (4),

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang
mengaukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau
memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pegabat yang
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ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat
alasan penolakan.

Pasal 5

Pengeluaran dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean, atas
etil alkohol yang telah mendapat fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 terlebih dahulu harus dicampur dengan bahan
pencampur tertentu sehingga tidak layak untuk diminum namun masih baik
untuk digunakan dalam pembuatan barang hasil akhir.

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir, wajib
memberitahukan pengeluaran etil alkohol yang telah mendapat fasilitas
Pembebasan Cukal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala
Kantor dengan menggunakan dokumen CK-5.

Dikecualikan dari ketentuan mengenai pencampuran etil alkohol dengan
bahan pencampur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk etil
alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam
pembuatan barang hasil akhir berupa makanan, obat-obatan, atau barang
hasil akhir lainnya yang berdasarkan spesifikasi teknisnya, etil akohol
tidak boleh dicampur dengan bahan pencampur tertentu.

Pengusaha barang hasil akhir yang menggunakan etil alkohol sebagai
bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir
dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
harus:

a. menimbun etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan
penolong padatempat tersendiri di dalam lokas perusahaannya; dan

b. mencatat penerimaan dan penggunaan etil alkohol serta barang hasil
akhir yang diproduksi dalam buku persediaan dengan menggunakan
dokumen BCK-10.

Pasal 6

Pengusaha barang hasil akhir yang menggunakan etil alkohol dengan fasilitas
Pembebasan Cukal sebaga bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan
barang hasil akhir, harus menyampakan laporan bulanan kepada Direktur
Jenderal melalui kepala Kantor paling lama setigp tanggal 10 pada bulan
berikutnya berdasarkan buku persediaan BCK-10 dengan menggunakan
dokumen LACK-4.
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